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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAPOR BANDAR
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA

Oleh:
Nasril Fajar Maulana, M. Fatinuddin, S.Sy., M.I.

Sckolah Tinggi llmu Hukum Ihlam

Abstrak:

Latar belakang, Penegakan hukum terhadap pelapor bandar narkotika dilakukan dengan
memberikan perlindungan hukum yang tidak saja dilakukan oleh penyidik Polri, melainkan
juga oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, banyak pelapor bandar
narkotika yang mengalami kriminalisasi termasuk keselamatan Jiwanya terancam. Sehingga,
Rumusan Masalahnya, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor bandar
narkotika? Dan bagaimanakah peran penyidik Polri dan BNN serta LPSK terhadap pelapor
bandar narkotika?, Kerangka Teori, menggunakan teori penegakan hukum dan perlindungan
hukum, Metode Penelitian, yuridis normatif, Kesimpulannya, Perlindungan hukum dapat
diberikan kepada pelapor bandar narkotika, sepanjang keterangannya sebagai saksi dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa kasus, saksi pelapor terkadang mengalami
kriminalisasi, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor harus segera dilindungi. Peran Penyidik Polri dan
LPSK terhadap pelapor bandar narkotika sebagai saksi adalah menempatkan saksi pelapor di
rumah aman serta tidak menghadirkannya dalam persidangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bandar Narkotika, Hukum Positif

Abstract:

Background, Law enforcement against narcotics dealer reporters is carried out by providing
legal protection which is not only carried out by Polri investigators, but also by the Witness
and Victim Protection Agency (LPSK). However, many reporters of narcotics dealers have
experienced criminalization, including the safety of their lives being threatened. Thus, the
Jormulation of the problem, how is the legal protection for reporters of narcotics dealers?
And what is the role of Polri and BNN investigators as well as LPSK towards narcotics
dealer reporters?, Theoretical framewortk, using law enforcement and legal protection
theory, research methods, normative Juridical. In several cases, reporting witnesses
sometimes experience criminalization, so based on Law Number 35 of 2014 concerning
Protection of Witnesses and Victims, reporters must be protected immediately. The role of
Polri and LPSK investigators against narcotics dealer reporters as witnesses is to place the
reporting witness in a safe house and not present him in court

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Dealers, Positive Law
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A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia telah mengenal dan mengkonsumsi narkotika' jenis ganja
sckitar abad 16, di dataran tinggi Gayo (Acch). Tanaman ganja tersebut dibawa oleh
penguasa Belanda dimaksudkan untuk pendamping tanaman kopi dan tembakau agar
tidak terkena hama dan tidak rusak oleh curah hujan yang tinggi. Namun secara tidak
sengaja petani tembakau ketika memetik daun tembakau tercampur daun ganja, Karena
menimbulkan cfek menjadi secmangat bekerja, stamina tubuh terasa lebih bugar dan
meningkatkan selera makan, maka selanjutnya ganja dikonsumsi masyarakat petani dan
keluarganya di Gayo dan kemudian menycbar kescluruh pelosok negeri Indoncsia
sampai sekarang dengan berbagai variasi dan penggunanya semakin meluas pada
berbagai kalangan umur, strata sosial, dan lainnya, Menurut hasil penelitian BNN?,
bahwa ganja merupakan narkotika® golongan 1, yaitu jenis narkotika yang tidak
mempunyai manfaat baik bagi keschatan maupun ilmu pengetahuan, dan
penyalahgunaan ganja sebagai pintu masuk bagi pengguna narkotika untuk

menggunakan narkotika jenis lainnya.”

Menurut data tahun 2018, penyalahguna narkotika di kalangan pelajar di tahun
2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu
kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka

yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.’

: Sasangka Hari, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hal.
36. Narkoba adalah obat dan berbagai jenis zat yang lebih populer dengan sebutan Narkoba yakni zat-zat
kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik)
dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang,

Lihat Balu Padu Musnahkan Ladang Ganja, Badan Narkotika Nasional, diakses dalam

http://www.bnn.ga id/read/artikel/12921/satu-padu-musnahkan-ladang-ganja. Diakses tanggal | Februari 2023.

* Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71,
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat
menyebabkan penurunan dan perubahan kesadraan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia
baik dengan cara dihirup, dihisap, ditclan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat
(otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain
seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan
akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

4 Ridha Ma’roef, Narkotika Masalah dan Bahayanya, (Jakarta: CV Marga Jaya, 1976), hal. 14-15

SLihat https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/. Diakses tanggal | Februari
2023.
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Permasalahan narkotika® juga dialami olch hampir semua negara di dunia ini,
schingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk UNODC (United Nation
Office for Drugs and Crime) yang khusus menangani permasalahan narkotika dan
kejahatan yang berkaitan dengan narkotika. Namun dari hasil laporan tahunan (Annual
Report) yang dirilis UNODC, justru semakin lama permasalahan narkotika semakin
meningkat dengan berbagai variasi modus operandi, kalangan penyalahguna, dampak
negatif bagi keschatan, dan lain lain). Sciring perkembangan dan peningkatan masalah
narkotika ini, mempengaruhi berbagai sendi kehidupan kehidupan manusia, baik aspek
sosial, keschatan, kelangsungan gencrasi yang unggul, aspek keamanan dan ketertiban

masyarakat, aspck ckonomi, budaya dan ketahanan suatu negara.”

Ditambah lagi dengan munculnya narkotika jenis baru (New Psychoactive
Subtances, misal: methapetamine, sabu, ekstasy, PCC dan lainnya), disamping jenis
Jenis narkotika konvensional (ganja, kokain, heroin, dan lainnya) yang lebih dulu ada

tetap eksis digunakan oleh kalangan pengguna narkotika.®

Kondisi di atas secara langsung ataupun tidak, mempengaruhi pola
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia hingga keadaannya
sebagaimana dinyatakan Presiden, yaitu "Indonesia Darurat Narkotika". Disamping
menimbulkan dampak negatif’ dapat melemahkan sendi sendi kchidupan masyarakat
Indonesia dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, keamanan dan ketertiban
masyarakat serta ketahanan nasional Indonesia, posisi strategis geografi Indonesia juga
berpeluang dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sasaran penyelundupan, tempat
transit, dan memproduksi narkotika karena Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang
membentang luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Jumlah penduduk

Indonesia yang besar, juga merupakan pangsa pasar dan konsumen narkotika yang

©0.C. Kaligis & Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui

Perundangan dan Peradilan, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 260, Ketentuan perundang-undangan yang
mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut
tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar

yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih
cenderung untuk memperluas daerah opcrasinya.

hal. 11.

) Edy Karsono, Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras, (Bandung : Yrama Widya , 2004),

¢ Maily Vintan, Dessy Hasanah, Maulana Irfan, Keberfungsian Sosial Bagi Mahasiswa Penyalahguna

New Psychoactive Substance Di Universitas Padjadjaran, Jurnal Penelitian & PKM, Vol 4, No: 2, Juli 2017,
hal. 166.
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potensial. Schingga sampai sckarang tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika di Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.’

Peredaran narkotika yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tersebut
diakibatkan juga banyaknya bandar narkotika, kurir dan pengguna baik itu pemakai
maupun pencoba (penyalahguna narkotika) yang harus dicegah dan diberantas, tidak
hanya melalui pendekatan hukum, namun juga, melalui pendekatan sosiologis.
Pendekatan hukum dalam bentuk penegakan hukum ialah berdasar Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan sanksi pemidanaan dari
mulai hukuman mati sampai dengan pidana penjara. Pemidanaan terhadap pelaku
maupun penyalahguna narkotika nampaknya tidak menghentikan bandar bandar
narkotika menghentikan kegiatannya. Untuk itu penegakan hukum tidak lagi
mengutamakan pemidanaan sebagai tindakan balas dendam melainkan penegakan
hukum dapat dilakukan melalui tindakan pencegahan. Salah satu upaya penegakan
hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan juga terhadap pelapor bandar
narkotika, seandainyapun pelapor tersebut, sebagai justice collaborator, tetap dapat saja
mengalami  kriminalisasi. Padahal pelapor keberadaan bandar narkotika telah
melaksanakan ketentuan hukum pidana yakni melaporkan adanya suatu peristiwa
pidana Perlindungan hukum sudah sepantasnya diberikan kepada para pelapor bandar-
bandar narkotika, yang apabila tidak melaporkan adanya peristiwa pidana tersebut,

dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP:

Pasal 164 KUHP:

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan
berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis,
sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak
segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atan
kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi
dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
denda paling banyak tiga ratus rupiah.

’ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan : Belajar Hidup
Bertanggung Jawab, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hal, 2,
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potensial. Schingga sampai sckarang tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika di Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.”

Peredaran narkotika yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tersebut
diakibatkan juga banyaknya bandar narkotika, kurir dan pengguna baik itu pemakai
maupun pencoba (penyalahguna narkotika) yang harus dicegah dan diberantas, tidak
hanya melalui pendekatan hukum, namun juga, melalui pendekatan sosiologis.
Pendekatan hukum dalam bentuk penegakan hukum ialah berdasar Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mencrapkan sanksi pemidanaan dari
mulai hukuman mati sampai dengan pidana penjara. Pemidanaan terhadap pelaku
maupun penyalahguna narkotika nampaknya tidak menghentikan bandar bandar
narkotika menghentikan kegiatannya. Untuk itu penegakan hukum tidak lagi
mengutamakan pemidanaan sebagai tindakan balas dendam melainkan penegakan
hukum dapat dilakukan melalui tindakan pencegahan. Salah satu upaya penegakan
hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan juga terhadap pelapor bandar
narkotika, seandainyapun pelapor tersebut, sebagai justice collaborator, tetap dapat saja
mengalami kriminalisasi. Padahal pelapor keberadaan bandar narkotika telah
melaksanakan ketentuan hukum pidana yakni melaporkan adanya suatu peristiwa
pidana.Perlindungan hukum sudah sepantasnya diberikan kepada para pelapor bandar-
bandar narkotika, yang apabila tidak melaporkan adanya peristiwa pidana tersebut,

dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP:

Pasal 164 KUHP:

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan
berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis,
sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak
segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau
kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi
dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
denda paling banyak tiga ratus rupiah.

® Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan : Belajar Hidup

Bertanggung Jawab, (Jakarla : Balai Pustaka, 2006), hal. 2.
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Pasal 165 KUHP:

(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan
berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110-113, dan 115-129 dan 131 atau
niat untuk lari dan tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh
dengan rencana, untuk menculik atan memperkosa atau mengetahui adanya niat
untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini,
sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salzh
satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224-228, 250 atau salah satu kejahatan
berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang
diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan
itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat
kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu,
dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana terscbut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu
kejahatan berdasarkan ayat | telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa
orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak
memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1.

Penelitian ini mencoba mengkaji upaya penegakan hukum terhadap pelapor

bandar narkotika yang merupakan bentuk kriminalisasi sehingga diperlukan
perlindungan hukum bagi para pelapor dugaan tindak pidana bandar narkotika.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor bandar narkotika?

2. Bagaimanakah peran penyidik dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) terhadap pelapor bandar narkotika?

Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum
Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum olch
petugas penegak hukum dan olch setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai
dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan
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pemasyarakatan terpidana.'” Menurut Soerjono Sockanto, mengatakan bahwa
penegakan hukum adalah kegiatan mecnycrasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.'' Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum
pidana sccara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan
hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan
demikian, penegakan hukum mempakan suatu sistem yang menyangknt
penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah
tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang
dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Mocljatno
menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan
bahwa pencgakan hukum adalah bagian dari kescluruhan hukum yang berlaku
disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:'® a.
Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai
ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut, b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mercka yang
melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana
yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana
itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan

tersebut,

Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan
dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara
satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya
sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.
Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh

' Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta, Rincka Cipta, 1990), hal 58
' Soerjono Sockanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Ul Pres, 1983),

hal 3§

'2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hal 23
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penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk

mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam

tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam

pengadilan, atau vonis'?, Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu

gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu

kcadifan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat

yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi

W

kepentingan sescorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia

kckuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman schingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya
sebagai manusia.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban
dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan
kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang
diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan
kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan
bagi si lemah (ckonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan

bagi pekerja terhadap pengusaha.M

D. Metode Penelitian

I. Jenis Penelitian digunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang hendak

mengkaji berlakunya norma-norma hukum dikaitkan dengan peristiwa kongkrit

" Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Edisi kedua, cet. | ,(Jakarta; Balai Pustaka, 1991) hal. 595
" Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaun Pasca Reformasi, (Jakarta. Sinar Grafika,2009), hal. 10
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dalam masyarakat, dalam hal ini, pencrapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika terhadap pelapor bandar narkotika.

. Pendckatan penclitian  digunakan pendakatan undang-undang dan pendekatan

sosiologis yakni pencrapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan upaya perlindungan hukum bagi pelapaor dugaan tindak pidana

sebagai bandar narkotika.

. Data yang digunakan dalam penclitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data

primer ialah data yang dipcrolch dari sumbernya sccara langsung yakni wawancara
dengan narasumber. Narasumbernya ialah Mulyana, S.H, sclaku Advokat yang sering
menangani perkara tindak pidana narkotika. Sementara itu, data sekunder ialag data
pendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahan hukum sekunder yakni buku
buku hukum pidana terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan hukum, serta

bahan hukum tersicr berupa kamus kamus hukum dan Ensiklopedia.

E. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Bandar Narkotika

Perlindungan adalah suatu bentuk pengamanan yang diberikan guna melindungi
suatu yang harus di lindungi dari berbagai gangguan yang ada. Perlindungan hukum
adalah suatu bentuk perlidungan yang diberikan atau diatur oleh hukum yang
dijalankan pihak yang berwajib untuk melindungi seseorang yang diperlukan atau
dibutuhkan saat menjalankan hukum. Berdasarkan wawancara dengan Bapak
Mulyana., selaku Advokat, maka perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam
peradilan tindak pidana narkotika tentang dugaan adanya bandar narkotika antara
lain: Perlindungan hukum sebagai bentuk pengamanan seorang yang menjadi
pembantu atau penambah bukti dan keterangan didalam persidangan agar suatu kasus
tindak pidana yang sedang berjalan bisa mudah dilihat dan dibaca letak dari akar
permasalahannya. Perlindungan hukum sangat penting agar dapat menghindarkan

. . . gami 15
seorang saksi dari ancaman-ancaman yang dapat mencelakai dirinya.

'* Mulyadi, S.H., Advokal, Wawancara, bertempat di Kampung Sawah, Bekasi, 30 Januari 2023, Pukul

13.00 WIB.
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Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan
cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kckuasaan kepadanya untuk
bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut,

Pelapor tentang adanya bandar narkotika sctiap tahunnya sccara perlahan-lahan
semakin naik. Mungkin semakin bertambahnya masyarakat yang sadar akan
pentingnya peran mercka dalam memberantas peredaran narkotika yang ada disekitar
mercka. Laporan yang bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba sangat
membantu kepolisian agar dapat menjangkau dacrah yang kurang terlihat olch
kepolisian. Mclakukan laporan kepada pihak kepolisian juga harus memiliki
keterangan yang lengkap agar laporan dapat diterima olch kepolisian untuk diproses
atau di tindak lanjuti. Pelapor yang semakin bertambah yang melaporkan tindak
pidana narkotika harus menyebarluaskan tindakannya kepada scsama masyarakat
yang lainnya juga agar masyarakat yang masih belum berani melaporkan tindak
pidana narkotika menjadi mengikuti langka-langkah yang dilakukan olch orang
sebelumnya melaporkan tindak pidana narkotika yang terjadi disekitar masyarakat.'®
Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang
berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang
berkenaan dengan saksi, banyak yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi
sebagai pelapor yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi dan korban
merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.
Keberadaan saksi sebagai pelapor bandar narkotika dalam proses peradilan pidana
selama ini kurang mendapat perhatian msayarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus
yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi yang
takut memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum karena mendapat
ancaman dari kaki tangan bandar narkotika. Menumbuhkan partisipasi masyarakat
untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara
memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada sctiap orang yang
mengetahui dan menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak

pidana yang terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

16 Mulyadi, S.H., Advokat, Wawancara, bertempat di Kampung Sawah, Bekasi, 30 Januari 2023, Pukul

13.00 WIB.
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2. Peran Penyidik dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

terhadap Pelapor Bandar Narkotika Schagai Saksi

Perlindungan hukum yang diberikan olch pihak kepolisian sebagai penyidik kepada
scorang saksi pclapor adalah menyembunyikan identitas saksi pelapor dan tidak
menghadirkan saksi pelapor di dalam persidangan. Perlidungan hukum ini bertujuan
untuk melindungi saksi pelapor dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan
dirinya scndiri. Perlindungan menyembunyikan saksi pelapor adanya bandar
narkotika di suatu tempat yang aman biasa discbut (safe house) olch pihak
kepolisian, yang dimaksud menyembunyikan saksi pelapor adalah memindahan saksi
dari lingkungan yang lama ke tempat yang sudah di tentukan olch pihak kepolisian
guna terhindar dari ancaman-ancaman.

Scmentara itu, peran LPSK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan scorang korban
adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ckonomi
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan saksi adalah orang yanng
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Undang-undang ini juga mengatur hak asasi
atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan
harta bendanya bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan,
sedang atau diberikannya. Saksi juga berhak ikut dalam proses memilih dan

menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Penutup

1. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pelapor bandar narkotika, sepanjang

keterangannya sebagai saksi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa kasus,
saksi pelapor terkadang mengalami kriminalisasi, schingga berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor
harus segera dilindungi. Pelaporan dugaan tindak pidana narkotika berupa bandar
narkotika olch scscorang adalah scsuai dengan KUHP dan sckaligus Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

10
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2. Peran Penyidik Polri terhadap pelapor bandar narkotika schagai saksi adalah
menempatkan saksi pelapor di ramah aman serta tidak menghadirkannya dalam
persidangan tindak pidana narkotika. Hal ioni dilakukan guna menghindari
ancaman yang mengancam nyawa saksi pelapor terscbut. Sementara itu, LPSK,
memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi setiap saksi, termasuk saksi
pelapor bandar narkotika.
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